



Dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak bisa terhindar dari adanya
hukum yang berlaku. Hukum telah ada sejak manusia ada, sesuai dengan asas
ubi societa ibi ius, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Hukum
mengalami perkembangan sesuai terjadinya perkembangan kehidupan
manusia dari masa ke masa. Hukum merupakan akses untuk mendapatkan
keadilan, dimana keadilan tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh warga
negara.
Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang secara tegas
dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Di Indonesia hak atas bantuan hukum tidak
dinyatakan secara tegas dalam konstitusi. Namun, bahwa Indonesia adalah
negara hukum dan prinsip persamaan di hadapan hukum menjadikan hak
bantuan hukum sebagai hak konstitusional.
Berbicara mengenai negara hukum, tentu tidak terlepas dari
pembicaraan mengenai Hak Asasi Manusia. Negara hukum dan Hak Asasi
Manusia memiliki hubungan yang sangat erat, sehingga tidak dapat
dipisahkan satu sama lain. Dalam negara hukum, negara mengakui dan
melindungi hak asasi manusia setiap individu sehingga semua orang memiliki
2hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law).1
Sesuai dengan asas equality before the law, setiap warga negara memiliki hak
untuk peradilan yang adil dan tidak memihak. Hal ini dapat ditempuh dengan
pemberian bantuan hukum, karena pemberian bantuan hukum merupakan
akses terhadap keadilan yang juga merupakan implementasi atau perwujudan
dari persamaan di depan hukum.
Di dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar
dipelihara oleh negara”. Ini berarti bahwa negara mengakui hak ekonomi,
sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin. Implikasinya, bantuan
hukum bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan tanggung jawab negara.2
Manurut Dr. Mauro Capelletti, program bantuan hukum kepada fakir miskan
telah dimulai sejak zaman Romawi.3
Di negara berkembang seperti Indonesia, keberadaan program bantuan
hukum merupakan hal yang penting, yaitu untuk membantu fakir miskin
dalam menghadapi masalah-masalah hukum. Ini memungkinkan fakir miskin
memperoleh bantuan hukum untuk membela kepentingan hukumnya, baik di
dalam maupun di luar pengadilan.
Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar yang
dimiliki seseorang apabila terkena masalah hukum. Ketika seseorang yang
mampu mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih
1 Frans Hendra Winarta, 2009, ProBono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk
Memperoleh Bantuan Hukum, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 1.
2 Ibid, hlm 3.
3 Gatot (ed), (tth.), Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan, LBH
Jakarta, Jakarta, hlm 4.
3advokat untuk membela kepentingannya. Namun bagi seseorang yang
tergolong tidak mampu, maka mereka hanya bisa mengharapkan bantuan
hukum dari pos bantuan hukum di pengadilan maupun dari lembaga-lembaga
bantuan hukum.dalam pemberian bantuan hukum, perlu diperhatikan bahwa
yang harus memperoleh bantuan hukum adalah fakir miskin dan bantuan
tersebut diberikan secara cuma-cuma.4
Perhatian terhadap masalah bantuan hukum menjadi relevan dan
dikedepankan untuk diperbincangkan, hal ini dilatarbelakangi oleh empat hal.
Pertama, konsep bantuan hukum sendiri sebenarnya bukanlah konsep yang
sudah mati, harus secara terus menerus dikaji, dikarenakan perkembangan
kehidupan manusia memberikan pengaruh tersendiri. Kedua, semakin
beragamnya permasalahan yang timbul dalam masyarakat, yang disertai
dengan peningkatan kebutuhan hukum masyarakat. Ketiga, kaitan yang erat
antara hukum dan hak asasi manusia. Keempat, secara formal yuridis jati diri
negara Indonesia adalah sebuah negara hukum (Rechtsstaat).5
Hak untuk memperoleh bantuan hukum bagi mereka yang terkena
masalah hukum ini sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan
terdahulu, seperti pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam perkembangannya hak ini juga diatur
dalam ketentuan perundang-undangan yang lain, yaitu Undang-Undang
4 Frans Hendra Winata, op cit, hlm 163.
5 Gatot (ed), op cit,  hlm. 3.
4Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.6
Undang-Undang Advokat mewajibkan advoat untuk memberikan
bantuan hukum secara cuma-cuma kepada fakir miskin secara prodeo sebagai
salah satu fungsi mulia profesi advokat yang membela tanpa melihat latar
belakang orang yang dibela, seperti ras, warna kulit, agama, ideologi, politik,
serta ekonomi, sosial, budaya, dan seterusnya.7 Namun ketentuan tersebut
mengatur pemberian bantuan hukum secara umum, sehingga diperlukan
ketentuan khusus yang mengatur bantuan hukum secara khusus. Untuk itu
pemerintah menetapkan suatu aturan yang khusus mengatur tentang bantuan
hukum yang bisa berlaku pada lapangan hukum perdata, yaitu Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum, bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma
kepadang penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum disini
maksudnya adalah setiap orang atau kelompok orang miskin. Kategori orang
atau sekelompok orang miskin disini adalah yang tidak dapat memenuhi hak
dasar secara layak dan mandiri, yang tidak mampu secara ekonomi yang
dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dan Surat
Keterangan Tunjangan Sosial lainnya. Ketentuan tersebut terdapat dalam
PERMA Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum
Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Namun tidak tertutup
6 Ibid, hlm 98.
7 Frans Hendra Winata, op cit, hlm 163-164.
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saja tanpa ada Surat Penunjang Sosial lainnya dapat memperoleh bantuan
hukum secara prodeo, karena bisa dinilai dari penampilan atau faktor lain
yang ada pada diri orang tersebut. Ini tergantung kepada Pihak Posbakum dan
kemudian diperiksa lagi oleh Hakim Sidang Prodeo, apakah orang tersebut
berhak menerima bantuan hukum secara prodeo walau tanpa Surat Penunjang
Sosial lainnya.
Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum Pasal 1 angka 3, dikatakan bahwa : “Pemberi Bantuan Hukum adalah
lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi
layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.” Jadi pemberi
bantuan hukum itu adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi
kemasyarakatan lainnya yang masih berada dalam lingkup pemberian layanan
bantuan hukum, termasuk di dalamnya Pos Bantuan Hukum (Posbakum).
Posbakum merupakan salah satu lembaga yang khusus memberikan layanan
atau jasa hukum secara prodeo.
Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 57 ayat (1),
Posbakum ini dibentuk pada setiap pengadilan negeri untuk para pencari
keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Tetapi di
dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 23 ayat (1) ditegaskan lagi bahwa
Posbakum tersebut dibentuk pada setiap pengadilan, termasuk didalamnya
Pengadilan Agama.
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menyediakan Posbakum, yaitu Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan
Agama Bukittinggi. Sebelumnya pernah terjalin kerjasama antara Posbakum
dan Lembaga Bantuan Hukum tertentu, tetapi dikarenakan suatu hal maka
kerja sama tersebut terhenti yang menyebabkan sampai sekarang pemberian
bantuan hukum hanya dilakukan oleh Posbakum saja.
Bantuan hukum yang diberikan oleh Posbakum tidak sampai pada
mendampingi di persidangan, tetapi bentuk dari bantuan hukum secara
prodeo disini adalah para pihak yang berperkara secara prodeo dibebaskan
dari semua biaya perkara mulai dari awal hingga selesainya perkara tersebut.
Layanan yang diberikan Posbakum terdiri dari tiga bentuk, yaitu informasi,
konsultasi dan advis hukum. Informasi dan konsultasi ini berlaku untuk
umum, tidak hanya untuk pihak yang berperkara atau pihak yang ingin
mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo saja. Namun untuk
advis hukum hanya diberikan kepada masyarakat miskin dan buta hukum,
dan ini merupakan bentuk pemberia bantuan hukum secara prodeo dimana
para pihak dibebaskan dari biaya apapun.
Seperti yang dikemukakan diatas bahwa bantuan hukum diberikan
secara cuma-cuma atau dikenal dengan istilah prodeo. Prodeo ini terdiri dari
dua bentuk, yaitu prodeo yang dananya langsung dari pemerintah pusat dan
prodeo yang dananya dari Pengadilan Agama atau dikenal dengan prodeo
murni. Pemerintah pusat menyediakan dana  perkara prodeo hanya untuk
beberapa kasus saja tergantung kebijakannya, seperti pada tahun 2015 hanya
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dilakukan secara prodeo merupakan bentuk dari prodeo murni yang dananya
disediakan dari Pengadilan Agama. Tidak ada persyaratan khusus untuk
memperoleh bantuan hukum yang dananya disediakan oleh pemerintah pusat,
hanya ditentukan berdasarkan pada kasus yang lebih dahulu didaftarkan.8
Berdasarkan data yang dihimpun, sepanjang tahun 2015 tercatat
sebanyak 1141 kasus perceraian yang didaftarkan pada Pengadilan Agama
Padang, dari jumlah tersebut ada sebanyak 189 kasus yang dilakukan upaya
bantuan hukum secara prodeo oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan
Agama.9 Hal ini membuktikan bahwa upaya pemberian bantuan hukum
secara prodeo pada Pengadilan Agama Padang juga terlaksana melalui
Posbakum.
Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa bantuan hukum
merupakan layanan hukum yang menjadi akses untuk memperoleh keadilan
di hadapan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Uraian di atas menjadi
dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul : “Pemberian
Bantuan Hukum Secara Prodeo oleh Pos Bantuan Hukum sebagai Upaya
Menjamin Hak dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan
Agama Padang”.
8 Hasil wawancara dengan Bapak Ilmas, S.Hi., M.Sy., Konsultan Hukum Pos Bantuan
Hukum di Pengadilan Agama,  di Padang  tanggal 3 Maret 2016.
9 Hasil wawancara dengan Ibu Yelti Mulfi, S.H., Penitera Muda Hukum di Pengadilan
Agama Padang, di Padang pada tanggal 14 Desember 2015.
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Berdasarkan apa yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka
rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk
memperoleh bantuan hukum secara prodeo oleh Pos Bantuan Hukum di
Pengadilan Agama Padang?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara prodeo oleh
Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Padang dalam menyelesaikan
perkara perceraian?
3. Apa saja hambatan yang ditemui dan bagaimana jalan keluarnya dalam
pemberian bantuan hukum secara prodeo oleh Pos Bantuan Hukum di
Pengadilan Agama Padang dalam menyelesaikan perkara perceraian?
C. Tujuan Penelitian
Bertitik tolak dari judul dan perumusan masalah yang dikemukakan di
atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur dan persyaratan yang harus
dipenuhi untuk memperoleh bantuan hukum secara prodeo oleh Pos
Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum
secara prodeo oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Padang
dalam menyelesaikan perkara perceraian.
93. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang ditemui dan jalan keluarnya
dalam pemberian bantuan hukum secara prodeo oleh Pos Bantuan
Hukum di Pengadilan Agama Padang dalam menyelesaikan perkara
perceraian.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, adalah sebagai
berikut :
1. Manfaat Teortis
a. Dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku perkuliahan
dan menghubungkannya dengan praktek lapangan.
b. Dapat menambah pengetahuan dan cakrawala mengenai pelayanan
bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan buta hukum dalam
menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Agama Padang.
c. Untuk meningkatkan kemampuan melakukan penelitian secara ilmiah
dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk
tulisan.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis
sendiri serta seluruh pihak yang terkait dalam hal ini baik masyarakat,
pemerintah dan para penegak hukum, khususnya bagi pihak-pihak yang




Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan
untuk menggambarkan penyelesaian tentang kemajuan penerapan
prosedur pemberian bantuan hukum secara prodeo sebagai upaya
menjamin hak dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan
Agama Padang.
2. Pendekatan Masalah
Jenis pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan cara mengumpulkan
data sekunder dari bahan-bahan hukum yang ada, kemudian
menggabungkannya dengan data primer yang diperoleh melalui studi
lapangan.
3. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data
Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah :
1) Data primer, yaitu data atau informasi yang diperoleh langsung
dari penelitian di lapangan berupa informasi, keterangan, hal-hal
yang berkaitan dengan objek penelitian.
2) Data sekunder, yaitu data atau informasi yang diperoleh dari
penilitian kepustakaan yang terdiri dari :
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a) Bahan hukum primer
Bahan hukum yang mengikat, yang mempunyai otoritas
(autoritatif), yang terdiri dariUndang-Undang Nomor 16 Tahun
2011 Tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat.
b) Bahan hukum sekunder
Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer
yang dapat membantu dalam penelitian, berupa buku-buku,
artikel, pendapat pakar dan sebagainya.
c) Bahan hukum tersier
Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,
seperti kamus hukum atau kamus bahasa Indonesia.
b. Sumber Data
Data-data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh melalui
Library research yang dilakukan pada beberapa perpustakaan,
diantaranya :
a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas,
b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas,
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c. Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat,
d. Buku-buku milik penulis dan bahan-bahan kuliah yang terkait
dengan penelitian ini.
4. Metode Pengumpulan Data
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui :
a. Studi kepustakaan
Merupakan tahap awal dalam menganalisa perkara yang
terjadi di Pengadilan Agama Padang. Bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder dicari dan dikumpukan dengan mengadakan
studi kepustakaan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas
Andalas, perpustakaan pusat Universitas Andalas dan perpustakaan
daerah Provinsi Sumatera Barat.
b. Wawancara
Wawancara ini dilakukan dengan semi terstruktur, yaitu
dengan membuat daftar pertanyaan sesuai dengan data yang
dibutuhkan dan perkembangan dari wawancara. Wawancara ini akan
dilakukan terhadap Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama
Kelas I A Padang dan Konsultan pada Pos Bantuan Hukum di
Pengadilan Agama Kelas I A Padang.
5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data
a. Pengolahan data
13
Pengolahan data secara sistematis melalui proses editing, yaitu
dengan merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan
memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian.
b. Analisis data
Setalah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya
dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu uraian terhadap data
yang telah diperoleh tidak dengan menggunakan angka-angka atau
sampel tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, perdapat
pakar dan diuraikan dengan kalimat-kalimat dan pendapat dari
penulis sendiri. Akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan
jawaban dari permasalahan.
F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan ini tergambar dalam kerangka sebagai berikut yang
terdiri dari 4 bab, yaitu :
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini, terdapat uraian tentang latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode
penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN
Dalam bab ini, terdapat uraian penjelasan tentang tinjauan
kepustakaan mengenai bagaimana tinjauan umum tentang hukum
acara peradilan agama, tinjauan umum tentang bantuan hukum
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secara prodeo, dan tinjauan tentang pos bantuan hukum
(posbakum).
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai
bagaimana prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk
memperoleh bantuan hukum secara prodeo, kemudian bagaimana
pelaksanaan pemberian dari bantuan hukum secara prodeo tersebut
serta hambatan dan jalan keluarnya oleh Posbakum dalam
menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang.
BAB IV PENUTUP
Merupakan bab yang berisikan tentang kesimpulan dan saran yang
bermanfaat baik bagi penulis dan para pembaca, maupun bagi
pengembangan hukum perdata kedepannya.
